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JAWABAN WAWANCARA 

 

 

1. Nama Informan : Ibu Astrid 

Jenis Pekerjaan : Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Depok 

Tanggal Wawancara: 26 Januari 2023 

 

a. Bagaimana standar dalam pelaksanaan ppdb online di kota depok? 

Jawab: Kami sebagai penyelenggara PPDB di Kota Depok ini sudah semaksimal 

mungkin untuk menyelenggarakan PPDB dengan baik, bahkan jika ada 

permasalahan itu kami akan membantu masyarakat sesuai dengan standar Peraturan 

Walikota No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman PPDB khususnya tingkat SMP. 

 

b. Apa saja kendala yang dialami dalam pengisian ppdb online? 

Jawab: Dalam proses PPDB Online di Depok, untuk mengukur keberhasilan ini 

kami sudah melakukan perbaikan sedemikian mungkin secara berkala setiap 

tahunnya dan prosesnya pun selalu lancar. Namun memang di dalam proses tersebut 

terdapat beberapa kendala di dalamnya, khususnya dalam laman website PPDB 

tersebut. Kami mendapatkan beberapa keluhan dari orang tua murid yang 

mendaftarkan anaknya bahwasanya terkadang website tidak bisa terakses, tetapi 

kami terus berusaha memperbaiki dan melakukan yang terbaik. 

 

c. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam ppdb online? 

Jawab: Menurut pandangan kami dari Dinas Pendidikan Kota Depok, peran 

Ombudsman Jakarta Raya dalam menyelesaikan Laporan Masyarakat dikatakan 

aktif dan juga responsif khususnya pun kepada kami sebagai Terlapor, Ombudsman 

selalu melakukan pola pengawasan yang progresif dan juga partisipasif sehingga 

kami selaku Terlapor pun merasa tidak terpojoki dan diperlakukan adil juga. 

Kadang ada beberapa tindakan korektif yang Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya 

berikan dan tidak bisa kami laksanakan, sehingga Ombudsman memberikan kami 

keringanan akan hal tersebut. 

 

d. Tindakan apa yang dilakukan bila ppbd online tidak memenuhi standar? 

Jawab: kami pihak Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai penyelenggara pelayanan 

publik pun pasti tidak luput dari kesalahan dan itu sudah menjadi konsekuensi kami 

dalam melakukan hal tersebut. Kami akan bersikap kooperatif kepada pihak 

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan yang ada untuk melakukan evaluasi juga agar lebih baik lagi 

kedepannya. Dalam hal ini pun menurut kami Ombudsman Perwakilan Jakarta 

Raya sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Lembaga pengawasan 

penyelenggara pelayanan publik untuk membantu kami juga dalam melakukan 

evaluasi kinerja 



2. Nama Informan : Ibu Anggita 

Jenis Pekerjaan : Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Depok 

Tanggal Wawancara: 26 Januari 2023 

 

a. Dalam melakukan pengawasan, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya 

melakukannya berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat saja atau ada hal 

lain? 

Jawab: Di ORI-JKR tipe laporannya ada laporan masyarakat biasa, respon cepat 

ombudsman, inisiatif. Untuk PPDB biasanya laporan yang masuk dalam bentuk 

RCO yang mana hal ini harus cepat ditindak lanjuti dan tidak pakai menunggu 

kelengkapan berkas yang lengkap banget atau PVL secara substansif, asal mereka 

melengkapi syarat-syarat seperti ktp, kronologi laporan secara singkat, laman 

sewaktu daftar PPDB itu sudah bisa ditindaklanjuti. Kalau untuk inisatif itu, seperti 

ada biasanya beberapa laporan masyarakat PPDB yang itu diinisiatifkan oleh 

ombudsman sendiri jika dianggap terdapat pelanggaran atau maladministrasi akan 

bisa ditindaklanjuti. 

 

b. Apa yang menjadi acuan dalam menentukan standarisasi pengawasan terhadap 

Dinas Pendidikan Depok terkait PPDB Online? 

Jawab: Setiap tahunnya PPDB pasti ada juknis sendiri khususnya di SMP yang 

dikeluarkan oleh walikota hal ini akan digunakan sebagai acuan ombudsman dalam 

menentukan hal tersebut apakah ada maladministrasi atau tidak. 

 

c. Bagaimana tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan 

pengawasan di Dinas Pendidikan Depok terkait PPDB Online? 

Jawab: Sebelum pelapor melaporkan terkait PPDB tersebut ke ombudsman, 

biasanya sang pelapor sudah terlebih dahulu membaca aturan terkait PPDB. 

Misalnya seperti di peraturan membahas terkait hal tersebut, tetapi kenapa secara 

teknis lapangannya tidak sesuai atau praporsinya berbeda. 



3. Nama Informan : Ibu Anggita 

Jenis Pekerjaan : Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Depok 

Tanggal Wawancara: 26 Januari 2023 

 
a. Apa saja yang menjadi perbandingan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam 

menilai PPDB Online yang baik? 

Jawab: Dari awal jakarta sudah lebih siap untuk melaksanakan PPDB online karena 

sosialisasinya sudah lebih bagus dan lebih masif. Dan juga turunan dari 

permendikbudnya juknisnya sudah lebih dahulu ada dibandingkan dengan daerah 

penyangga yang lain dan sistem jalur zonasi itu mereka menggunakan rayonisasi 

jadi untuk smp hanya bisa didaftarkan dari kelurahan a,b,c dan itu lebih adil 

digunakan daripada menggunakan google maps yang kadang tidak akurat. Jadi 

secara aturan juga DKI sudah lebih siap untuk PPDB dan kalau depok dan daerah 

lainnya kadang bermasalah di server down hal ini membuat kepercayaan 

masyarakat menjadi kurang karena pada dasarnya PPDB itu harus realtime tapi 

beberapa kali servernya down jadi tiba-tiba nama anaknya terlempar itu yang 

menjadikan orang tua murid merasa adanya permainan di dalam sistem PPDB 

Online ini. 

 
b. Bagaimana pola pelaksanaan kerja Pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta 

Raya dalam menangani Laporan masyarakat? 

Jawab: Jadi sebagaimana PO 48 ombudsman, tata kerja penerimaan, pemeriksaan, 

dan penyelesaian laporan itu ketika kita sudah memberikan laporan hasil akhir 

pemeriksaan dan ada tindakan korektifnya itsu ya kita menunggu sampai 30 hari si 

terlapor itu melaksanakan tindakan korektif yang khusus digunakan di ORI 

perwakilan dan untuk di ORI Pusat menggunakan saran. Dalam 30 hari ini 

ombdusman tidak menuntut terlapor diwajibkan untuk melaksanakan seluruh saran, 

tetapi harus tetap konfirmasi kepada ombudsman mana saja yang terlapor mampu 

untuk melaksanakannya dan tidak mampu melaksanakannya yang tetap harus ada 

alasan yang masuk akal misalnua seperti anggaran yang kurang, sudah tidak relevan 

lagi. Dan jika tidak dilaksanakan tindakan korektif dalam 30 hari maka LHAP 

tersbeut akan diserahkan ke tim resmon di ORI pusat. 

 
c. Sejauh mana peran Ombudsman Perwakilan Jakarta dalam pengawasan PPDB 

Online di Dinas Pendidikan kota Depok? 

Jawab: ORI JKR tiap tahunnya dapat nota dinas dari pusat untuk pelaksanaan 

PPDB, jadi utnuk seluruh perwakilan diharapkan untuk melaksanakan pengawasan 

terkait PPDB dengan membuka posko pengaduan. Jadi ORI JKR tidak hanya 

berperan sendiri tetapi ORI JKR dan perwakilan lainnya dikasih peran dari pusat 

berupa nota dinas. Dan biasanya posko pengaduan itu masyarakay bisa datang 

langsung ke posko pengaduan bisa konsultasi, atau bisa lapor. 
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